
 

 

 

GUBERNUR SUMATERA UTARA 

 
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA 

NOMOR  22  TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA  

NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA  

TAHUN ANGGARAN 2026 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SUMATERA UTARA, 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 3 Tahun 2026 sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara 

Nomor 20 Tahun 2026, telah ditetapkan Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026; 

b. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf h 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa pada 

kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan 

perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan 

APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan 

diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu 

tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan 

prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau 

daerah; 

c. bahwa berdasarkan Bab VI huruf D angka 1 huruf  i 

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 

Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa jika 

SALINAN 
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pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, 

pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda 

perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan 

setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan 

Realisasi Anggaran; 

d. bahwa berdasarkan Bab IV huruf E angka 1 huruf  g 

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 

2026, menyatakan bahwa pada kondisi tertentu, 

pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan 

APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada 

tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi 

darurat termasuk keperluan mendesak melalui alokasi 

anggaran BTT, dengan diberitahukan kepada pimpinan 

DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang 

Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA 

bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah 

Perubahan APBD TA 2026 atau tidak melakukan 

Perubahan APBD TA 2026 sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi 

Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus 

Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar 

Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 

bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi 

Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, serta Surat 

Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

900.1.3/1084/SJ tentang Penyesuaian Transfer ke 

Daerah Tahun Anggaran 2026 dalam APBD bagi Daerah 

Terdampak Bencana di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi 

Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat, 

mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian alokasi 

anggaran pendapatan dan belanja pada APBD Tahun 

Anggaran 2026; 
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f. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Jenderal 

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 

400.10.11/3899/SJ tanggal 30 April 2026 Hal Usulan 

Bantuan Pemerintah Apresiasi Pemerintah Daerah 

Berprestasi Tahun 2026 dan surat Nomor: 

400.10.11/4615/SJ tanggal 11 Juni 2026 Hal Persetujuan 

Usulan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Apresiasi 

Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Regional 

Sumatera, perlu penyesuaian alokasi anggaran belanja 

pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera 

Utara; 

g. bahwa dalam rangka pembangunan dan pemeliharaan 

sarana dan prasarana jalan serta infrastruktur  lainnya di 

Kabupaten/Kota untuk mendukung pelayanan dasar 

masyarakat serta pemulihan ekonomi, serta berdasarkan 

usulan dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pergeseran 

anggaran antar organisasi, antar program, antar kegiatan, 

antar sub kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis 

belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, 

antar sub rincian obyek belanja, perubahan uraian sub 

rincian obyek belanja dalam jenis belanja yang sama pada 

anggaran belanja Perangkat Daerah di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, maka perlu 

pergeseran belanja tidak terduga kepada belanja Dinas 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera 

Utara, serta melalui Bantuan Keuangan Provinsi kepada 

Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu diubah; 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf g, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan 

Keempat atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

3 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 

Anggaran 2026; 
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Mengingat    : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 

1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

7153); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 
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8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6864); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6041); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggaran 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara 

Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2025 Nomor 1); 

  

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 3 

TAHUN 2026 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA 

UTARA TAHUN ANGGARAN 2026. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 

Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 

2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 

Nomor 3) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan 

Gubernur: 
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a. Nomor 15 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2026 Nomor 16); 

b. Nomor 17 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2026 Nomor 18); 

c. Nomor 20 Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2026 Nomor 21); 

diubah sebagai berikut:  

 

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 15 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf a direncanakan sebesar 

Rp.7.742.369.151.890,67, yang terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja hibah; dan 

d. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a direncanakan sebesar 

Rp.3.502.050.342.235,02. 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.3.482.182.034.071,65. 

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c direncanakan sebesar 

Rp.734.766.780.034,00. 

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp.23.369.995.550,00. 

 

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan 

ayat (6) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 17 

(1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.3.482.182.034.071,65, 

yang terdiri atas: 

a. belanja barang sebesar Rp.780.313.377.953,72; 

b. belanja jasa sebesar Rp.1.615.373.271.028,38; 

c. belanja pemeliharaan sebesar 

Rp.220.369.428.629,06; 

d. belanja perjalanan dinas sebesar 

Rp.252.954.936.984,49; 

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan 

kepada pihak ketiga/ pihak lain/masyarakat 

sebesar Rp.15.195.568.112,00; 

f. belanja barang dan jasa BOSP sebesar 

Rp.432.170.420.592,00; dan 

g. belanja barang dan jasa BLUD sebesar 

Rp.165.805.030.772,00. 

(2) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.780.313.377.953,72, yang  terdiri  atas : 

a. belanja barang pakai habis sebesar 

Rp.774.547.012.160,72; dan 

b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria 

kapitalisasi sebesar Rp.5.766.365.793,00. 

(3) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.1.615.373.271.028,38, yang  terdiri  atas: 

a. belanja jasa kantor sebesar 

Rp.1.005.149.563.302,13; 

b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar 

Rp.255.166.377.835,25; 

c. belanja sewa tanah sebesar Rp.15.000.000,00; 

d. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar 

Rp.131.167.683.577,00; 
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e. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar 

Rp.7.470.716.215,00; 

f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebesar 

Rp.5.800.000,00; 

g. belanja sewa aset tetap lainnya sebesar 

Rp.479.000.000,00; 

h. belanja jasa konsultansi konstruksi sebesar 

Rp.176.028.099.426,00; 

i. belanja jasa konsultansi non konstruksi sebesar 

Rp.11.867.887.500,00; 

j. belanja jasa ketersediaan layanan (availibility 

payment) sebesar Rp.38.500.000,00; 

k. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar 

Rp.1.402.350.000,00; 

l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, 

bimbingan teknis serta pendidikan dan 

pelatihan sebesar Rp.19.823.219.000,00; 

m. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas 

pemungutan pajak daerah sebesar 

Rp.6.539.774.173,00; dan 

n. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar 

Rp.219.300.000,00. 

(4) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.220.369.428.629,06, yang terdiri atas: 

a. belanja pemeliharaan tanah sebesar 

Rp.959.975.800,00; 

b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin 

sebesar Rp.55.116.172.634,00; 

c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan 

sebesar Rp.32.752.331.372,06; 

d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan Irigasi 

sebesar Rp.129.875.948.823,00; 

e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebesar 

Rp.82.000.000,00; dan 
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f. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud 

sebesar Rp.1.583.000.000,00. 

(5) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp.252.954.936.984,49, yang terdiri atas :  

a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar 

Rp.244.309.583.172,49; dan 

b. belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar 

Rp.8.645.353.812,00. 

(6) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk 

diberikan kepada pihak ketiga/pihak 

lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp.15.195.568.112,00, yang terdiri atas:  

a. belanja uang yang diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/ masyarakat sebesar 

Rp.13.416.093.112,00; dan 

b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak 

ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar 

Rp.1.779.475.000,00. 

(7) Anggaran belanja barang dan jasa BOSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f 

direncanakan sebesar Rp.432.170.420.592,00, terdiri 

atas belanja barang dan jasa BOSP-BOS. 

(8) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp.165.805.030.772,00, terdiri 

atas belanja barang dan jasa BLUD.  

 

 

 

 

 

 

 



- 11 - 
 

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 20 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf b direncanakan sebesar 

Rp.2.816.962.193.014,33, yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; 

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.1.027.328.040,00. 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.493.965.083.630,04. 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 

Rp.286.031.937.732,06. 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

direncanakan sebesar Rp.1.900.233.224.867,23. 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar 

Rp.133.015.588.745,00. 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 

Rp.2.689.030.000,00. 

 

4. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (7) dan ayat (10) Pasal 22 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 22 

(1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf 

b direncanakan sebesar Rp.493.965.083.630,04, 

yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat besar sebesar 

Rp.93.924.458.217,61; 

b. belanja modal alat angkutan sebesar 

Rp.18.888.092.492,00; 

c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebesar 

Rp.173.323.229,00; 

d. belanja modal alat pertanian sebesar 

Rp.645.580.032,00; 

e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga 

sebesar Rp.123.313.307.686,43; 

f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan 

pemancar sebesar Rp.13.544.428.396,00; 

g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan 

sebesar Rp.30.899.714.438,00; 

h. belanja modal alat laboratorium sebesar 

Rp.67.096.512.389,00; 

i. belanja modal komputer sebesar 

Rp.18.899.985.373,00; 

j. belanja modal alat eksplorasi sebesar 

Rp.57.915.000,00; 

k. belanja modal alat bantu eksplorasi sebesar 

Rp.13.237.560,00; 

l. belanja modal alat keselamatan kerja sebesar 

Rp.111.393.555,00; 

m. belanja modal alat peraga sebesar 

Rp.1.900.274.456,00; 

n. belanja modal rambu-rambu sebesar 

Rp.15.549.358.000,00; 

o. belanja modal peralatan olahraga sebesar 

Rp.17.311.300.404,00; 
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p. belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebesar 

Rp.81.747.647.859,00; dan 

q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebesar 

Rp.9.888.554.543,00. 

(2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.93.924.458.217,61, yang terdiri atas: 

a. belanja modal alat besar darat sebesar 

Rp.74.688.088.000,00; dan 

b. belanja modal alat bantu sebesar 

Rp.19.236.370.217,61. 

(3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.18.888.092.492,00, yang terdiri atas belanja 

modal alat angkutan darat bermotor. 

(4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 

direncanakan sebesar Rp.173.323.229,00, yang 

terdiri atas: 

a. belanja modal alat bengkel bermesin sebesar 

Rp.55.123.229,00; dan 

b. belanja modal alat ukur sebesar 

Rp.118.200.000,00. 

(5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 

Rp.645.580.032,00, yang terdiri atas belanja modal 

alat pengolahan. 

(6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

direncanakan sebesar Rp.123.313.307.686,43, yang 

terdiri atas: 

a. belanja modal alat kantor sebesar 

Rp.13.516.882.780,40; 

b. belanja modal alat rumah tangga sebesar 

Rp.109.731.391.706,03; dan 
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c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat Pejabat 

sebesar Rp.65.033.200,00. 

(7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan 

pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

f direncanakan sebesar Rp.13.544.428.396,00, yang 

terdiri atas : 

a. belanja modal alat studio sebesar 

Rp.12.028.341.388,00; 

b. belanja modal alat komunikasi sebesar 

Rp.1.516.087.008,00; dan 

c. dihapus. 

(8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g 

direncanakan sebesar Rp.30.899.714.438,00, yang 

terdiri atas: 

a. belanja modal alat kedokteran sebesar 

Rp.23.768.468.665,00; dan 

b. belanja modal alat kesehatan umum sebesar 

Rp.7.131.245.773,00. 

(9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan 

sebesar Rp.67.096.512.389,00, yang terdiri atas : 

a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar 

Rp.7.053.900.458,00; 

b. belanja modal alat peraga praktek sekolah 

sebesar Rp.58.251.000.000,00; 

c. belanja modal alat laboratorium fisika 

nuklir/elektronika sebesar Rp.273.482.056,00; 

dan 

d. belanja modal alat laboratorium lingkungan 

hidup sebesar Rp.1.518.129.875,00. 

(10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar 

Rp.18.899.985.373,00, yang terdiri atas: 

a. belanja modal komputer unit sebesar 

Rp.15.474.479.601,00; dan 
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b. belanja modal peralatan komputer sebesar 

Rp.3.425.505.772,00. 

(11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar 

Rp.57.915.000,00, yang terdiri atas belanja modal 

alat eksplorasi geofisika. 

(12) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar 

Rp.13.237.560,00, yang terdiri atas belanja modal 

alat bantu produksi. 

(13) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar 

Rp.111.393.555,00, yang terdiri atas belanja modal 

alat pelindung. 

(14) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar 

Rp.1.900.274.456,00, yang terdiri atas belanja modal 

alat peraga pelatihan dan percontohan. 

(15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar 

Rp.15.549.358.000,00 yang terdiri atas belanja 

modal rambu-rambu lalu lintas darat. 

(16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar 

Rp.17.311.300.404,00, yang terdiri atas belanja 

modal peralatan olahraga. 

(17) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p 

direncanakan sebesar Rp.81.747.647.859,00, yang 

terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BOSP-

BOS. 

(18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q 

direncanakan sebesar Rp.9.888.554.543,00, yang 

terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin BLUD. 
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5. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 27 

 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf c direncanakan sebesar Rp.70.000.000.000,00, 

yang terdiri atas belanja tidak terduga. 

 

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 28 

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 huruf d direncanakan sebesar 

Rp.2.186.403.663.256,00, yang terdiri atas: 

a. belanja bagi hasil; 

b. belanja bantuan keuangan; 

(2)  Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a direncanakan sebesar 

Rp.1.770.099.917.093,00; 

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 

Rp.416.303.746.163,00. 

 

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 30 

(1) Belanja belanja bantuan keuangan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b 

direncanakan sebesar Rp.416.303.746.163,00, yang 

terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah 

provinsi ke kabupaten/kota; 

(2) Belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke 

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) direncanakan sebesar Rp.416.303.746.163,00, 

yang terdiri atas belanja bantuan keuangan khusus 

daerah provinsi ke kabupaten/kota. 

 




